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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Manajemen layanan informasi menjadi sesuatu yang penting dan harus 

selalu dikedepankan termasuk instansi pemerintah guna memberikan respon 

positif di masyarakat.  Penggunana layanan elektronik yang semakin canggih 

seharusnya dapat dimanfaatkan pemerintah dalam menyebarkan informasi yang 

tepat dan akurat. Informasi yang disediakan oleh sebuah media online seperti 

website haruslah informasi yang memang benar adanya tanpa ada kebohongan 

dan keraguan didalamnya. Kualitas informasi yang disediakan pemerintah 

ditengah wabah endemik virus Covid-19 (Corona) melalui Dinas harus menjadi 

suatu fungsi yang menyangkut nilai dari keluaran informasi yang akurat, tepat 

pada waktunya adan relevan, agar secara tidak langsung memberikan kepuasan 

kepada penggunan informasi tersebut. 

Untuk meningkatkan manajemen layanan informasi tersebut juga 

kemkominfo berupaya melakukan penyelenggaraan tracing, tracking dan fencing 

melalui infrastruktur, sistem dan aplikasi telekomunikasi. Upaya tersebut 

diperuntukkan untuk mendukung Surveilans Kesehatan, yang dilakukan sesuai 

dengan regulasi bidang kesehatan, kebencanaan, telekomunikasi, informatika, dan 

bidang terkait lainnya yang bertujuan untuk memberikan kualitas informasi yang 

baik sehingga tidak menimbulkan penyebaran informasi yang salah dan tidak 

benar. 
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Manajemen layanan informasi yang diberikan pemerintah melalui 

kemkominfo dapat menciptakan kepuasan masyarakat. Kepuasan adalah perasaan 

senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kualitas 

layanan dan informasi yang dipersepsikan dari produk atau hasil terhadap 

ekspektasi mereka. Manajemen layanan informasi yang gagal memenuhi 

ekspektasi akan menyebabkan masayarakat tidak akan puas, bahkan kecewa, 

sebaliknya jika manajemen tersebut mampu memenuhi ekspektasi maka 

masyarakat akan puas, terlebih lagi jika pemerintah mampu melebihi ekspektasi 

maka masyrakat akan sangat puas terhadap segala informasi yang diberikan oleh 

pemerintah melalui kemkominfo. 

Manajemen layanan informasi Diskominfo merupakan bagian dari 

realisasi dari  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

bagi setiap warga negara dan penduduk. Maka pelayanan publik merupakan suatu 

pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. 

Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Jika 

kenyataan lebih dari yang diharapkan, maka layanan dapat dikatakan bermutu 

sedangkan jika kenyataan kurang dari yang diharapkan, maka layanan dikatakan 

tidak bermutu, dan apabila kenyataan sama dengan harapan, maka layanan disebut 

memuaskan. 

Pemerintah, melalui kerja sama Kementerian Komunikasi dan Informatika 

(Kominfo), Badan Nasional Penangggulangan Bencana (BNPB), dan 
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Kementerian Kesehatan (Kemenkes), juga menyediakan sejumlah saluran 

informasi yang dapat diakses masyarakat. Fasilitas layanan komunikasi tersebut 

memberikan informasi terkini mengenai virus corona yang terjadi di Indonesia. 

Terdapat 6 layanan informasi seperti dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan 

Informatika (Kemenkoinfo) yang dapat diakses masyarakat, yaitu sebagai berikut: 

1. Situs resmi Situs  

https://www.covid19.go.id/ merupakan situs resmi pemerintah yang 

menyediakan perkembangan informasi virus corona di Indonesia 

2. SMS blast  

Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan 

(Kemenkes) dan Badan Nasional Penangggulangan Bencana (BNPB) untuk 

terus menyebarluaskan informasi mengenai pandemi Covid-19 di Tanah Air 

3. Call center  

Selain SMS blast, juga tersedia call center resmi penanganan Covid-19 ke 

nomor 119. 

4. Public Service Announcement (PSA)  

Masyarakat juga dapat mengakses informasi terkait Covid-19 melalui 

lembaga penyiaran publik dan swasta, baik radio, televisi dan informasi yang 

disediakan oleh Penyedia Layanan Akses Internet (ISP) dan penyedia jasa 

media online dalam bentuk banner online 

5. Chatbot WA  

Chatbot ini akan rilis pada Jumat, 20 Maret 2020. Fasilitas ini bekerja sama 

dengan WhatsApp dan Telkom Group. 
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6. WhatsApp blast  

Publik yang bersedia menerima pesan blast mengenai virus corona SARS-

CoV-2 di Indonesia, akan mendapatkan informasi mengenai pandemi global 

ini 

Peluncuran fasilitas layanan komunikasi tersebut bergunan untuk 

memberikan informasi kepada masyarakat tentang virus corona SARS-CoV-2 di 

Indonesia, namun hingga kini masih sering didapatkan informasi yang tidak benar 

atau berita hoax. Berdasarkan data kementerian komunikasi dan informatika atau 

kominfo hingga 13 maret 2020 menemukan 196 hoax terkait virus tersebut. 

Penyebaran hoax tersebut jika tidak dicegah sedini mungkin dapat memberikan 

efek yang berbahaya bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat akan lebih mudah 

terkotak-kotakan karena bingung antara mana informasi yang benar dan salah 

yang juga berdampak pada ketidakpatuhan dalam mentaati himbauan pemerintah. 

Kenaikan kasus positif Covid-19 hingga awal bulan juni 2020 masih 

terjadi secara masif. Meningkatnya kasus positif Covid-19, seringkali membuat 

masyarakat menjadi panik. Kepanikan ini bisa muncul karena kegagapan 

pemerintah dalam merespons pandemi Covid-19 (https://www.suara.com/). 

Komunikasi publik yang dibangun pemerintah pusat di masa pandemi menuai 

kritik banyak pihak. Dalam konteks kebijakan, pemerintah dianggap tidak mampu 

mengelola penanganan terhadap pandemi Covid-19 serta kredibilitasnya 

diragukan (https://monitor.co.id/). 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

secara mendalam yang dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah dengan judul.” 

https://www.suara.com/
https://monitor.co.id/
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MANAJEMEN LAYANAN INFORMASI DISKOMINFO TENTANG 

VIRUS COVID 19 (CORONA) DI KOTA PEKANBARU” 

 

1.2. Rumusan  Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah dalam 

penelitian ini yaitu bagaimana manajemen layanan informasi Diskominfo tentang 

Virus Covid 19 (Corona) di Kota Pekanbaru? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui manajemen 

layanan informasi Diskominfo tentang virus Covid 19 (Corona) di Kota 

Pekanbaru. 

 

1.4. Manfaat Pelaporan  

 Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1.4.1. Bagi penulis 

Sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis dalam 

manajemen layanan informasi publik 

 

1.4.2. Bagi Instansi Pemerintahan  

Sebagai bahan masukan pada kemkominfo tentang Virus Covid 19 

(Corona) di Kota Pekanbaru dalam menerapkan dan melaksanakan manajemen 

layanan informasi. 

 

1.4.3. Bagi pengetahuan         

Sebagai referensibagi peneliti selanjutnya dengan pembahasan yang sama. 
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1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1.5.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yakni di Diskominfo Pekanbaru 

 

1.5.2. Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada 3 April 2020 sampai dengan 21 Juni 2020. 

 

1.6. Metode Pelaporan 

1.6.1. Jenis Data ini antara lain 

a. Data Primer, yaitu data yang di peroleh dengan hasil penulisan yang 

berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, adapun data primer yang 

dikumpulkan adalah informasi yang diperoleh dari penggunaan website 

diskominfo dan website dari instansi terkait 

b. Data Sekunder, yaitu data yang telah jadi dan tersedia pada kemkominfo 

mengenai sejarah singkat diskominfo, struktur organisasi dan kegiatan 

diskominfo. 

 

1.6.2. Sumber data antara lain: 

a. Observasi  

Yaitu dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung kelapangan, 

untuk mendapatkan data informasi yang dibutuhkan pada situs diskominfo 

b. Wawancara 

Yaitu melakukan dengan cara mewawancarai langsung pada pihak-pihak 

yang bersangkutan di Diskominfo Riau guna mendapatkan hasil yang 

akurat. 
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1.7. Definisi Operasional dan Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian yaitu manajemen layanan informasi. 

Manajemen layanan informasi adalah aktivitas yang melibat proses dari 

perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan dan pengawasan pekerjaan anggota-

anggota organisasi dan penggunaan semua sumber organisasi yang ada untuk 

memberikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Manajemen 

layanan informasi dalam penelitian ini diukut dengan dindikator sebagai berikut: 

1. Pelayanan Informasi Publik ditentukan dengan indikator sebagai berikut: 

a. Layanan dengan lisan 

b. Layanan melalui tulisan 

c. Layanan berbentuk perbuatan 

2. Manajemen Pelayanan Informasi ditentukan dengan indikator sebagai 

berikut: 

a. Koordinasi narasi nasional 

b. Narasi dan Konten 

 

1.8. Metode Analisis Data 

Untuk menganalisa data yang ada, penulis mengunakan analisis deskriptif 

yaitu data yang terkumpul dianalisis dengan memberikan gambaran secara rinci 

berdasarkan pernyataan di lapangan serta mengkaitkan dengan teori-teori yang 

sesuai dengan permasalahan yang ada. 
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1.9. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan laporan ini penulis membaginya dalam beberapa bab, dan 

masing-masing bab dibagi menjadi sub bab dengan uraian sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

   Pada bab ini penulis memberikan gambaran tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penulis, lokasi 

dan waktu penulisan, jenis dan sumber data, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II :  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

   Bab ini mengambarkan keadaan sejarah Dinas Komunikasi dan 

Informatika Riau, struktur Organisasi, dan aktivitasnya. 

BAB III :  LANDASAN TEORI DAN PRAKTEK 

    Pada bab ini penulis mengungkapkan tentang pengertian 

Manajemen, Layanan Informasi, layanan informasi publik, 

manajemen layanan informasi publik, dan Virus Covid 19 (Corona). 

BAB IV :  PENUTUP 

  Penulis membuat kesimpulan dari pembahasan yang ada dan 

memberi saran yang dapat menjadi masukan bagi perusahaan. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1. Sejarah Diskomifo Riau 

Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebelumnya bernama 

“Departemen Penerangan” (1945-1999), “Kementerian Negara Komunikasi dan 

Informasi” (2001-2005), dan Departemen Komunikasi dan Informatika 

(Depkominfo) (2005-2009).  Setelah proklamasi kemerdekaan dibentuk Lembaga 

Penerangan yang secara fungsional menjalankan kebijakan, pola dan pedoman 

penerangan dengan tujuan (1) membela dan mempertahankan kemerdekaan, (2) 

mengajak rakyat agar turut serta mempertahankan dan mengisi kemerdekaan serta 

(3) memperkenalkan Republik Indonesia di dan ke luar negeri.  Selama periode 

1959-1965, sesuai Haluan Pembangunan Nasional sebagai ketetapan MPRS, 

Departemen Penerangan dibentuk untuk menyelenggarakan penerangan melalui 

media penerangan antara lain radio, film, toestel dan foto, percetakan, kendaraan, 

mesin stensil, dan mesin ketik. 

Mulai tahun 1966, salah satu tugas pokok organisasi penerangan adalah 

mengarahkan pendapat umum agar terbentuk dukungan, kontrol dan pratisipasi 

sosial yang positif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, selain untuk 

penerangan ke dalam dan luar negeri. Pada masa itu pengorganisasian ke dalam 

dilakukan agar Departemen Penerangan berfungsi menjadi Juru Bicara 

Pemerintah. Tanggal 15 September 1967 wewenang penerangan luar negeri 

(Penlugri) yang sejak 1959 dipegang Departemen Luar Negeri RI dialihkan 

kembali pengelolaannya kepada Departemen Penerangan.  
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Tahun 1971, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sarana media 

massa, dikembangkan sistem komunikasi terintegrasi melalui koordinasi, integrasi 

dan sinergi antarunsur-unsur penerangan pemerintah. Dibentuklah lembaga antara 

lain Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (BAKOHUMAS) dan Badan 

Koordinasi Penerangan (BAKOPEN).  

Di tingkat daerah, dibentuk jawatan penerangan provinsi, kantor 

penerangan kabupaten dan juru penerang di tingkat kecamatan. Di kabupaten dan 

kota dibentuk Pusat Penerangan Masyarakat (PUSPENMAS) dengan kegiatan 

utama penerangan antar pribadi didukung sarana penerangan di daerah seperti: 

radio, televisi, film penerangan, pers penerbitan, pameran dan pertunjukkan rakyat 

serta diskusi kerja.  

Pada awal masa reformasi, tugas dan fungsi Departemen Penerangan tidak 

banyak berubah. Kelembagaan penerangan dipertahankan mulai dari tingkat pusat 

sampai provinsi dengan nama kantor wilayah departemen penerangan dan biro 

humas provinsi.  Pasca pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah, terjadi  reposisi terhadap perangkat daerah sesuai 

kepentingan daerah. Kantor penerangan di bawah koordinasi pemerintah provinsi, 

kabupaten dan kota. 

Sesuai dengan Kepres 153 Tahun 1999 dibentuk Badan Informasi dan 

Komunikasi Nasional (BIKN) di tingkat pusat, sedang di tingkat provinsi; 

kabupaten dan kota. Setahun setelah pembubaran Departemen Penerangan, 

dibentuk Lembaga Informasi Nasional (LIN), yang kemudian diubah lagi 
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statusnya menjadi Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (Kemeneg 

Kominfo).  

Selanjutnya, tugas layanan informasi publik diserahkan kepada Menteri 

Negara Komunikasi dan Informasi. Sedang BIKN berubah menjadi Lembaga 

Informasi Nasional dan bertanggung jawab kepada Menteri Komunikasi dan 

Informasi.  Sejak tahun 2005, terjadi perubahan dari Kementerian Negara 

Komunikasi dan Informasi menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika. 

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005, dilakukan  integrasi 

Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi;  Lembaga Informasi 

Nasional,  dan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.  

Salah satu fungsi penting Departemen Kominfo yang berkaitan dengan 

informasi adalah penyebarluasan informasi nasional dengan menciptakan 

keterbukaan akses informasi dan membangun serta mengembangkan infrastruktur 

telekomunikasi guna kepentingan seluruh warga negara. Akhir tahun 2010 lalu, 

lembaga Kementerian Komunikasi dan Informatika menyempurnakan penataan 

organisasi. Paradigma baru kebijakan komunikasi menempatkan informasi 

sebagai bagian kebutuhan keseharian masyarakat. Fungsi informasi 

dikembangkan pada nilai tambah ekonomi, bukan sekadar “penerangan”, namun 

lebih dukungan komunikasi strategis untuk membangun integrasi nasional dengan 

baik.  

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau yang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
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Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau yang 

pembentukannya mengalami tahapan perubahan nomenklatur sebagai berikut : 

1. Tahun 1997 telah dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau 

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 1997 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Daerah 

Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Riau. 

2. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, pada Tahun 2001 telah 

dibentuk: 

1) Badan Pengolahan Data Elektronik (BPDE) Provinsi Riau yang ditetapkan 

melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor  23 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengolahan Data 

Elektronik. 

2) Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa Provinsi Riau melalui 

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 27 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan, Susunan Organissi dan Tata Kerja Badan Informasi, 

Komunikasi dan Kesatuan Bangsa. 

3. Pada Tahun 2008, kedua lembaga tersebut di atas (BPDE dan Badan Infokom 

Kesbang) mengalami peleburan, menjadi Dinas Komunikasi Informatika dan 

Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau sesuai dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah Provinsi Riau 
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4. Tahun 2014, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau, Diskominfo dan PDE 

Provinsi Riau berubah menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi 

Riau, sedangkan untuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No. 

10 Tahun 2014 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan 

Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. 

5. Tahun 2016, dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk Dinas Komunikasi, Informatika 

dan Statistik Provinsi Riau sebagai Organisasi Perangkat Daerah Baru sesuai 

dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas membantu 

Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan 

tugas tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyelenggarakan 

fungsi perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi 

Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur E-Goverment, Bidang Layanan E-

Goverment, Bidang Statistik, Bidang Persandian. 

 

2.2. Visi dan Misi Diskomifo Riau  

2.2.1. Visi 

“Terwujudnya Layanan Komunikasi, Informatika  dan Statistik yang 

handal dan berdaya saing“. 
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2.2.2. Misi 

Mewujudkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

(good governance), efektif dan efisien, professional, transparan dan 

akuntabel. 

 

2.3. Tugas & Fungsi Diskominfo Riau 

 Diskominfo mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang 

ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik menyelenggarakan fungsi:  

1. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi 

Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur E-Goverment, Bidang 

Layanan E-Goverment, Bidang Statistik, Bidang Persandian. 

2. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi 

Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur E-Goverment, Bidang 

Layanan E-Goverment, Bidang Statistik, Bidang Persandian. 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan 

Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur E-Goverment, 

Bidang Layanan E-Goverment, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian. 

4. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Informasi dan 

Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur E-Goverment, 

Bidang Layanan E-Goverment, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian. 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 
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2.4. Struktur Diskominfo Riau 

 

Gambar 2.1 Struktur Organiasi Diskominfo Riau tahun 2020 

 

2.5. Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Diskomifo Riau 

 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau merupakan 

unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau di pimpin oleh Kepala Dinas 

yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui 

Sekretaris Daerah. Berdasarkan peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2016, 

tentang urian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik Provinsi Riau adalah sebagai berikut:  
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2.5.1. Kepala Dinas  

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau 

mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah pada bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik. 

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi rumusan kebijakan, pelaksanaan 

kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan 

pelaksanaan fungsi lain yang di berikanoleh Gubernur terkait dengan tugas dan 

fungsi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.  

 

2.5.2. Sekretaris  

 Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi 

pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan 

Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum. 

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:  

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasinal pada Sekretariat;  

2. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitas dan memeriksa hasil pelaksanaan 

tugas dilingkungan Sekretariat;  

3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik; dan  

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas 

dan fungsinya. Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri atas:  
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1. Subbagian Perencanaan Program;  

2. Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dan Pengelolaan Barang 

Milik Daerah; 

3. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum 

 

2.5.3. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik  

Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas 

melakukan koordinasi, fasilitas dan evaluasi pada Seksi Komunikasi Informasi, 

Seksi Diseminasi Informasi, Seksi Multimedia dan Dokumentasi. Untuk 

melaksanakan tugas Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:  

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Informasi 

dan Komunikasi Publik;  

2. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan 

tugas di lingkungan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;  

3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik; dan  

4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas 

dan fungsinya.  

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari:  

1. Kepala Seksi Komunikasi Informasi  

2. Kepala Seksi Diseminasi Informasi  

3. Kepala Seksi Multimedia dan Dokumentasi  
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2.5.4. Kepala Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur E-Goverment  

Kepala Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur E-Goverment mempunyai 

tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Infrastruktur dan 

Teknologi, Seksi Internet dan Intranet. Melaksanakan fungsinya sebagai 

penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pengelolaan dan 

Infrastruktur E-Goverment: 

1. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan 

tugas di lingkungan Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur E-Goverment;  

2. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas 

dan fungsinya. c. Bidang Pengelolaan dan Infrastrktur E-Goverment terdiri 

dari: d. Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi;  

3. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Interoperabilitas; f. Kepala Seksi 

Internet dan Intranet. 

 

2.5.5. Kepala Bidang Layanan E-Goverment  

Kepala Bidang Layanan E-Goverment mempunyai tugas melakukan 

koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Pengembangan Aplikasi Pemerintah, 

Seksi Pengembangan Aplikasi Publik, dan Seksi Tata Kelola EGoverment. Untuk 

melaksanakan tugas Kepala Bidang menyelenggarakan penyusunan program kerja 

dan rencana operasional pada Bidang Layanan E-Goverment:  

1. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, dan memeriksa hasil pelaksanaan 

tugas di lingkungan Bidang Layanan E-Goverment;  
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2. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik;dan  

3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas 

dan fungsinya.  

Bidang Layanan E-Goverment terdiri dari:  

1. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Pemerintah;  

2. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Publik;  

3. Kepala Seksi Tata Kelola E-Goverment.  

 

2.5.6. Kepala Bidang Statistik  

Kepala Bidang Statistik Mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitas 

dan evaluasi pada Seksi Pendataan, Seksi Pengolahan dan Analisis Data, Seksi 

Penyajian Data dan Informasi. Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Statistik 

menyelenggarakan fungsinya dengan:  

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Statistik;  

2. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan 

tugas di lingkungan Bidang Statistik;  

3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik; dan  

4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas 

dan fungsinya.  
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Bidang Statistik terdiri dari:  

1. Kepala Seksi Pendataan;  

2. Kepala Seksi Pengelolaan dan Analisis Data 

3. Kepala Seksi Penyajian Data dan Informasi. 

 

2.5.7. Kepala Bidang Persandian  

Kepala Bidang Persandian mempunyai tugas melakukan koordinasi 

fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Tata Kelola Persandian, Seksi Operasional 

Pengamanan Persandian, Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian. Untuk 

melaksanakan tugas Kepala Bidang Persandian menyelenggarakan fungsi:  

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 

Persandian;  

2. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan 

tugas di lingkungan Bidang Persandian;  

3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik;dan  

4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas 

dan fungsinya.  

Bidang Bidang Persandian terdiri dari:  

1. Kepala Seksi Tata Kelola Persandian;  

2. Kepala Seksi Operasional Pengamanan Persandian;  

3. Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan maka penulis dapat menyusun 

sebagai berikut: 

1. Manajemen layanan informasi Diskominfo tentang virus covid 19 (Corona) di 

Kota Pekanbaru terintegrasi secara menyeluruh ke situs resmi kemkominfo 

melalui website https://www.covid19.go.id/. Informasi tentang virus Covid 19 

(Corona) di Kota Pekanbaru yang telah terhubung situs resmi kemkominfo 

yang dapat dilihat langsung pada website http://www.corona.riau.go.id  yang 

mana didalam situs tersebut terkoneksi langsung di situs Resmi Kota 

Pekanbaru di website https://ppc-19.pekanbaru.go.id/. Website https://ppc-

19.pekanbaru.go.id/ memberikan pelayanan informasi yang berkaitan dengan 

hal-hal sebagai berikut: 

a. Layanan tanggap Darurat Covid-19 Pekanbaru 

b. Data Sebaran virus covid 19 (Corona) di Kota Pekanbaru 

c. Peta Sebaran virus covid 19 (Corona) di Kota Pekanbaru 

d. Jumlah Kasus Perhari Informasi tentang virus covid 19 (Corona) di Kota 

Pekanbaru. 

2. Kendala pelayanan informasi Diskominfo tentang virus Covid 19 (Corona) 

termasuk di Kota Pekanbaru yaitu Infodemik. Infodemik adalah gelombang 

informasi berlebihan tentang suatu masalah, yang kemudian menyulitkan 

https://www.covid19.go.id/
http://www.corona.riau.go.id/
https://ppc-19.pekanbaru.go.id/
https://ppc-19.pekanbaru.go.id/
https://ppc-19.pekanbaru.go.id/
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identifikasi solusi. Infodemik mengarah pada informasi berlebih akan sebuah 

masalah, sehingga kemunculannya dapat menngganggu usaha pencarian solusi 

terhadap masalah tersebut. 

 

4.2. Saran 

 Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, hal-hal tersebut merupakan bukti 

dan petunjuk nyata dari Manajemen layanan informasi Diskominfo tentang virus 

covid 19 (Corona) di Kota Pekanbaru maka penulis menyampaikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Menyusun dan menyatakan arah secara tegas melalui informasi yang terupdate 

agar publik lebih cepat dan tepat dalam mengetahui informasi yang 

dipublikasikan. 

2. Membuat rencana strategis yang akan dicapai di masa yang akan datang yang 

berguna dalam menentukan fokus atau informasi pelayanan yang akan 

didapatkan publik atau masyarakat. 
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